Menimbang :

Mengingat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2010
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undadgng Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik leda) dipandang
perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susdrgamisasi dan

Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) UndamghinDasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Polkdoip
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undiaaang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik ladian
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara dRkepu

Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ksipol Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Ind@n@ahun
2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republibn@sia
Nomor 4168);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007rtgrilaerah Hukum
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Keedepublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaragarse
Republik Indonesia Nomor 4714);

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA.

BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 1

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, yanggeknya disebut
Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan &asatuan
dalam melaksanakan peran memelihara keamanan deairildan
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikaimghanan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalagkara

terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badkddn di bawah

Presiden.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 2

Polri mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengaentian

peraturan perundang-undangan.

BAB Il ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3 -

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3
(1) Organisasi Polri disusun secara berjenjang dagkat pusat
sampai tingkat daerah berdasarkan daerah hukunaisdsogan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Organisasi Polri dari tingkat pusat sampai Kaig daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indanes
disingkat Mabes Polri;
b. Kepolisian Daerah, disingkat Polda;
Kepolisian Resort, disingkat Polres; dan
d. Kepolisian Sektor, disingkat Polsek.

Bagian Kedua
Mabes Polri

Paragraf 1
Organisasi Mabes Polri

Pasal 4
Mabes Polri terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan :
1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonedan

2) Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indsia.
b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan :

1) Inspektorat Pengawasan Umum;

2) Asisten Kapolri Bidang Operasi;

3) Asisten ...
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3) Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggara
4) Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia,
5) Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana;
6) Divisi Profesi dan Pengamanan;
7) Divisi Hukum;
8) Divisi Hubungan Masyarakat;
9) Divisi Hubungan Internasional,
10) Divisi Teknologi Informasi Kepolisian; dan
11) Staf Ahli Kapolri;
c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok :
1) Badan Intelijen Keamanan;
2) Badan Pemelihara Keamanan;
3) Badan Reserse Kriminal;
4) Korps Lalu Lintas;
5) Korps Brigade Mobil; dan

6) Detasemen Khusus 88 Anti Teror.

d. Unsur Pendukung :
1) Lembaga Pendidikan Kepolisian;
2) Pusat Penelitian dan Pengembangan;
3) Pusat Keuangan;
4) Pusat Kedokteran dan Kesehatan; dan

5) Pusat Sejarah.

Paragraf 2
Unsur Pimpinan

Pasal 5
(1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesiandisat Kapolri
adalah Pimpinan Polri, yang bertanggung jawab kepadsiden.

(2) Kapalri ...
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(2) Kapolri mempunyai tugas sesuai dengan ketentparaturan
perundang-undangan.

(3) Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu W&kil Kapolri
disingkat Wakapolri.

Pasal 6
(1) Wakapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 &yadalah
unsur Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggauwigb
kepada Kapolri.
(2) Wakapolri bertugas:

a. membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnyajaten
mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari sekatuan
staf Mabes Polri dan jajarannya;

b. mewakili Kapolri dalam hal Kapolri berhalangaan

c. melaksanakan tugas lain atas perintah Kapatuaedengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan

Pasal 7
(1) Inspektorat Pengawasan Umum disingkat Itwasum hdatesur
pengawas yang berada di bawah Kapolri.
(2) Itwasum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertagenbantu
Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan intgoeateriksaan
umum, perbendaharaan dan akuntabilitas dalam limggu Polri,

serta memfasilitasi lembaga pengawasan eksterial Po

(3) Itwasum ...
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ltwasum dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umuninglst
Irwasum yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

Irwasum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilmd@tuWakil
Irwasum disingkat Wairwasum.

ltwasum terdiri dari paling banyak 5 (lima) Inspait yang
disusun berdasarkan pendekatan kewilayahan daiu) @&iro.

Pasal 8

Asisten Kapolri Bidang Operasi disingkat Asops Kapadalah
unsur pembantu pimpinan dalam bidang manajemenasiper
kepolisian yang berada di bawah Kapolri.

Asops Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (@xudms
membantu Kapolri dalam bidang perencanaan, pengsasan,
pelaksanaan dan pengendalian operasi kepolisianmasek
pelaksanaan kerjasama Kementerian Lembaga serta
menindaklanjuti pengawasan dan pengendalian tephada
pelaksanaan program khusus Pemerintah yang berkd#&agan
Polri.

Asops Kapolri dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidangperasi
disingkat Asops Kapolri yang bertanggungjawab keg&apolri.
Asops Kapolri terdiri dari paling banyak 5 (limajydo

Pasal 9
Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggara
disingkat Asrena Kapolri adalah unsur pembantu pianp dalam
bidang perencanaan umudan anggaran yang berada di bawah
Kapolri.
(2) Asrena ...
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Asrena Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayatb@rtugas
membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi pareaan
umum dan anggarapgenyiapan perencanaan kebijakan teknis dan
strategi Polri,pembinaan sistem organisasi dan manajemen, serta
tata laksana di lingkungan Polserta menyelenggarakan program
reformasi birokrasi Polri.

Asrena Kapolri dipimpin oleh Asisten Kapolri BidaRgrencanaan
Umum dan Anggaran disingkat Asrena Kapolri yangareggung
jawab kepada Kapolri.

Asrena Kapolri terdiri dari paling banyak 5 (limajo.

Pasal 10
Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia disitngka SDM
Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang
manajemen sumber daya manusia yang berada di bé&ayetiri.
As SDM Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayathéjugas
membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi reame)
bidang sumber daya manusia, termasuk perawatapeshangkatan
kesejahteraan personil di lingkungan Polri.
As SDM Kapolri dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidan§DM
disingkat As SDM yang bertanggung jawab kepada Kapo
As SDM Kapolri terdiri dari paling banyak 5 (limhbiro.

Pasal 11
Asisten Kapolri bidang Sarana dan Prasarana diatngksarpras
Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang

manajemen sarana dan prasarana yang berada di Kayali.

(2) Assarpras ...
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Assarpras Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayabdttugas
membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi reama)
sarana dan prasarana di lingkungan Polri.

Assarpras Kapolri dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidy Sarana
dan Prasarana disingkat Assarpras Kapolri yangabhggung
jawab kepada Kapolri.

Assarpras Kapolri terdiri dari paling banyak 5 @ibiro.

Pasal 12
Divisi Profesi dan Pengamanan disingkat Divpropaalah unsur
pengawas dan pembantu pimpinan bidang pertanggualggn
profesi dan pengamanan internal yang berada ditb#&apolri.
Divpropam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dsestu
membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggunbggmwa
profesi dan pengamanan internal termasuk penegadtisiplin/
ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan peogn
masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakagoangolri/
PNS Polri.
Divpropam dipimpin oleh Kepala Divpropam disingkat
Kadivpropam yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

Divpropam terdiri dari paling banyak 3 (tiga) biro.

Pasal 13

Divisi Hukum disingkat Divkum adalah unsur peantu pimpinan

bidang hukum yang berada di bawah Kapolri.

(2) Divkum ...
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(2) Divkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ubast
menyelenggarakan fungsi pengkajian, bantuan daghaatukum,
pengembangan hukum, pembinaan hukum, dan Hak Asasi
Manusia (HAM) di lingkungan Polri, serta turut barfisipasi
dalam pembinaan hukum nasional dan HAM.

(3) Divkum dipimpin oleh Kepala Divkum disingkat Kadivin yang
bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Divkum terdiri dari paling banyak 3 (tiga) biro.

Pasal 14

(1) Divisi Hubungan Masyarakat disingkat Divhumas aldalesur
pembantu pimpinan bidang hubungan masyarakat yaradéa di
bawah Kapoaolri.

(2) Divhumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lzertmgmbina
dan menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakagdungan
Polri, pengelolaan informasi, data, dan dokumenyasig dapat
diakses oleh masyarakat.

(3) Divhumas dipimpin oleh Kepala Divhumas disingkatdkaumas
yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Divhumas terdiri dari paling banyak 3 (tiga) biro.

Pasal 15

(1) Divisi Hubungan Internasional disingkat Divhotar adalah unsur
pembantu pimpinan bidang hubungan Internasional yenada di

bawah Kapolri.

(2) Divhubinter ...
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(2) Divhubinter sebagaimana dimaksud pada ayat (1)iudpees
menyelenggarakan kegiataNational Central Bureau (NCB)-
Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan niaxernal/
transnasional, mengemban tugas misi internasioa&nd misi
damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuanrsdaybe
manusia, serta turut membaralaksanaan perlindungan hukum
terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

(3) Divhubinter dipimpin oleh Kepala Divhubinter stigkat
Kadivhubinter yang bertanggung jawab kepada Kapolri

(4) Divhubinter terdiri dari paling banyak 3 (tigaiyo.

Pasal 16

(1) Divisi Teknologi Informasi Kepolisian disingkat DiM Pol adalah
unsur pembantu pimpinan di bidang informatika yangliputi
teknologi informasi, dan komunikasi elektronika gaberada di
bawah Kapoaolri.

(2) Div Tl Pol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ubed
menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengembasigaam
teknologi informasi dan komunikasi elektronika aemformasi
manajerial termasuk jaringan telekomunikasi diKimggan Polri.

(3) Div TI Pol dipimpin oleh Kepala Div Tl Pol disingkd&adiv TI
Pol yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Div TI Pol terdiri dari paling banyak @iga) biro.

Pasal 17

(1) Staf Ahli Kapolri disingkat Sahli Kapolri adalah sur pembantu

pimpinan yang berada di bawah Kapolri.

(2) Sahli ...
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(2) Sahli Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (&jiubas
memberikan pertimbangan dan telaahan mengenai ahasatentu
sesuai bidang keahliannya.

(3) Sahli Kapolri terdiri dari paling banyak 5 (limagjpbat Staf Ahli,
dan salah satu diantaranya ditunjuk sebagai KoatolinSahli
Kapolri disingkat Koorsahli Kapolri yang bertanggunpawab
kepada Kapolri.

Paragraf 4
Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 18

(1) Badan Intelijen Keamanan disingkat Baintelkam ddalesur
pelaksana tugas pokok bidang intelijen keamanaxg yemada di
bawah Kapoaolri.

(2) Baintelkam sebagaimana dimaksud pada ayat [Extugas
membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakagsi
intelijen bidang keamanan bagi kepentingan pela@antugas
operasional dan manajemen Polri guna mendukungkgaaiaan
tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkamdean
dalam negeri.

(3) Baintelkam dipimpin oleh Kepala Baintelkam disingka
Kabaintelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Kabaintelkam dibantu oleh seorang Wakil Kabainteilkdisingkat
Wakabaintelkam.

(5) Baintelkam terdiri dari paling banyak 5 (lima) diterat dan 2
(dua) biro.

Pasal 19 ...
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Pasal 19

(1) Badan Pemelihara Keamanan disingkat Baharkam adailabr
pelaksana tugas pokok di bidang pembinaan dan pearedn
keamanan yang berada di bawah Kapolri.

(2) Baharkam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertug
membantu Kapolri dalam rangka membina dan menggbmakan
fungsi pemeliharaan keamanan yang mencakup upayagsatan
kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat gunaujudian
keamanan dalam negeri.

(3) Baharkam dipimpin oleh Kepala Baharkam disingkabdterkam
yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Kabaharkam dibantu oleh seorang Wakil Kabaharkasmglkat
Wakabaharkam.

(5) Baharkam terdiri dari paling banyak 6 (enam) divekt dan 2
(dua) biro.

Pasal 20

(1) Badan Reserse Kriminal disingkat Bareskrim adalaisuu
pelaksana tugas pokok bidang reserse kriminal yaergda di
bawah Kapolri.

(2) Bareskrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dastu
membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarbkaysi
penyelidikan dan penyidikan tindak pidanpengawasan dan
pengendalian penyidikan, penyelenggaraan idensifika
laboratorium forensik dalam rangka penegakan huksenta
pengelolaan informasi kriminal nasional.

(3) Bareskrim dipimpin oleh Kepala Bareskrim disingKatbareskrim

yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Kabareskrim ...
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(4) Kabareskrim dibantu oleh seorang Wakil Kabareskdisingkat
Wakabareskrim.
(5) Bareskrim terdiri dari paling banyak 5 (lima) diterat, 3 (tiga)

pusat, dan 4 (empat) biro.

Pasal 21

(1) Korps Lalu Lintasdisingkat Korlantas adalah unsur pelaksana
tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertitban
kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri

(2) Korlantas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dartonembina
dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang mealpendidikan
masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalahlifdabs,
registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendatsamotor serta
patroli jalan raya.

(3) Korlantas dipimpin oleh Kepala Korlantassingkat Kakorlantas
yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Kakorlantas dibantu oleh Wakil Kakorlantas disingka

Wakakorlantas.

Pasal 22

(1) Korps Brigade Mobil disingkat Korbrimob adalah unpelaksana
tugas pokok di bidang brigade mobil yang beradabalvah
Kapolri.

(2) Korbrimob sebagaimana dimaksud pada ayat (1), destu
menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khusugsamng
berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang
berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamatalam
negeri.

(3) Korbrimob ...
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Korbrimob  dipimpin oleh Kepala Korbrimob disingkat
Kakorbrimob yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
Kakorbrimob dibantu oleh Wakil Kakorbrimob disingka
Wakakorbrimob.

Pasal 23

Detasemen Khusus 88 Anti Teror disingkat Densus\B&dalah
unsur pelaksana tugas pokok di bidang penangguiakgahatan

terorisme yang berada di bawah Kapolri.

Densus 88 AT sebagaimana dimaksud pada ayat (ifughs
menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, styasi,
penindakan, dan bantuan operasional dalam rapgkgelidikan

dan penyidikan tindak pidana terorisme.

Densus 88 AT dipimpin oleh Kepala Densus 88 AT ndjkat
Kadensus 88 AT, yang bertanggung jawab kepada Kapol

Kadensus 88 AT dibantu oleh Wakil Kadensus 88 AJingkat
Wakadensus 88 AT.

Paragraf 5
Unsur Pendukung

Pasal 24

Lembaga Pendidikan Polri disingkat Lemdikpol adalamsur
pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentulam

pengembangan yang berada di bawah Kapolri.

(2) Lemdikpol ...
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Lemdikpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dpstu
merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakasi fu
pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasgkan
pendidikan Polri yang meliputi pendidikan profesnanajerial
(kepemimpinan), akademis, dan vokasi.

Lemdikpol dipimpin oleh Kepala Lemdikpol disingkat
Kalemdikpol.

Lemdikpol terdiri dari paling banyak 5 (lima) biro.

Unsur pelaksana Lemdikpol terdiri dari:

a. Sekolah Staf dan Pimpinan;

b. Sekolah Tinggi IiImu Kepolisian;

c. Akademi Kepolisian;

d. Sekolah Pembentukan Perwira; dan

e

Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Teansmal.

Pasal 25

Sekolah Staf dan Pimpinan sebagaimana dimaksucthdadsal 24

ayat (5) huruf a, disingkat Sespim yang berada awdh
Kalemdikpol.

Sespim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas
menyelenggarakan fungsi pendidikan pengembangan
kepemimpinan atau manajerial Polri yang terdirii ggandidikan
kepemimpinan tingkat pertama, tingkat menengah tliagkat
tinggi.

Sespim dipimpin oleh Kepala Sespim disingkat Kasespang
bertanggung jawab kepada Kalemdikpol.

(4) Sespim ...
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Sespim menyelenggarakan sekolah staf dan pimpiokn trdiri

dari:

a. Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama, disingkapi®esa
yang dipimpin oleh Kepala Sespimma, disingkat
Kasespimma;

b. Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, disingkapiS§amen
yang dipimpin oleh Kepala Sespimmen, disingkat
Kasespimmen; dan

c. Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi, disingkat 8espyang
dipimpin oleh Kepala Sespimti, disingkat Kasespimti

Sespim terdiri dari paling banyak (émpat) jenjang pendidikan

pengembangan dan sejumlah pejabat fungsional veidrgaa.

Pasal 26

Sekolah Tinggi llmu Kepolisian sebagaimana dimaksiadbm
Pasal 24 ayat (5) huruf b, disingkat STIK yangalerdi bawah
Kalemdikpol.

STIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas
menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi bidamgiikepolisian
bagi kepentingan Polri dan unsur-unsur terkaitas@engkajian
dan penelitian masalah-masalah yang berkaitan deffigagsi
kepolisian dalam rangka pengembangan dan mendpemgrapan
ilmu dan teknologi kepolisian.

STIK dipimpin oleh Ketua STIK yang bertanggung jéwkepada
Kalemdikpol.

STIK terdiri dari paling banyak 4 (empat) Wakil kKiatdan 2 (dua)
Direktur Program Pendidikan.

Pasal 27 ...
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Pasal 27

Akademi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Padal
ayat (5) huruf c, disingkat Akpol yang berada di awiah
Kalemdikpol.

Akpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas
menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan iReRolri
yang bersumber dari lulusan pendidikan menengahnuratau

bentuk lain yang sederajat dan anggota Polri.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2polAk
menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan iReRolri

Sumber Sarjana, disingkat PPSS.

Akpol dipimpin oleh Gubernur Akpol disingkat Gub pdd yang
bertanggung jawab kepada Kalemdikpol.

Gub Akpol dibantu oleh Wakil Gub Akpol disingkat Wb
Akpol.

Pasal 28

Sekolah Pembentukan Perwira sebagaimana dimakéam éasal
24 ayat (5) huruf d, disingkat Setukpa yang berdddawah
Kalemdikpol.

Setukpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bsrtuga
menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan iReRolri

yang bersumber dari anggota Polri.

Setukpa dipimpin oleh Kepala Setukpa disingkat Kdg® yang
bertanggung jawab kepada Kalemdikpol.

Pasal 29 ...
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Pasal 29

Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transmasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) buditingkat

Diklatsus Jatrans yang berada di bawah Kalemdikpol.

Diklatsus Jatrans sebagaimana dimaksud pada gyah¢tupakan
pusat pendidikan dan pelatihan pemberantasan kejaHmtas
batas negara yang dibentuk berdasarkan kerjasarbarapa

Negara.

Diklatsus Jatrans sebagaimana dimaksud pada ayabdftugas
menyelenggarakan kerjasama, pendidikan dan pefatiha

pemberantasan kejahatan transnasional bagi paeggehukum.

Diklatsus Jatrans dipimpin oleh Kepala Diklatsusales disingkat
Kadiklatsus Jatrans yang bertanggung jawab kepatndikpol.

Pasal 30

Pusat Penelitian dan Pengembangan disingkat Pargijtladalah
unsur pendukung di bidang penelitian, pengkajiann da

pengembangan yang berada di bawah Kapolri.

Puslitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),udaert
menyelenggarakan fungsi perencanaan dan penyuguogram
penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidamegakan
hukum, pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pesirgag dan
pelayanan masyarakat serta pengawasan pelaksamnamateriil,

fasilitas dan jasa oleh satuan pembina fungsi y@rgangkutan

guna menjamin mutu materiil, fasilitas dan jasa.

Puslitbang dipimpin oleh Kepala Puslitbang disingka
Kapuslitbang yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

Pasal 31 ...
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Pasal 31

Pusat Keuangan disingkat Puskeu adalah unsndugang di

bidang pembinaan keuangan yang berada di bawahriKapo

Puskeu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ugasrt
menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen damigtiasi

keuangan.

Puskeu dipimpin oleh Kepala Puskeu disingkapuskeu yang

bertanggung jawab kepada Kapolri.

Pasal 32

Pusat Kedokteran dan Kesehatan disingkat Pusdakiedah unsur
pendukung di bidang kedokteran dan kesehatan yangdé di

bawah Kapoaolri.

Pusdokkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ghsrtu
membina fungsi kedokteran dan kesehatan Polri yaegputi
kedokteran kepolisian, kesehatan kesamaptaan d&ayapan

kesehatan di lingkungan Polri.

Pusdokkes dipimpin oleh Kepala Pusdokkes disingkat
Kapusdokkes, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

Pusdokkes membawahi Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat
disingkat Rumkit Tk. I, yang dipimpin oleh KepalaurRkit
disingkat Karumkit TKk. I.

Pasal 33 ...
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Pasal 33

(1) Pusat Sejarah disingkat Pusjarah adalah upsmdukung di
bidang sejarah, museum dan perpustakaan Polri pargda di

bawah Kapoaolri.

(2) Pusjarah sebagaimana dimaksud pada ayat (i)ghe membina
dan menyelenggarakan fungsi penelitian, dokumentasiu
pencatatan, edukasi, pengkajian, pengkoleksian asbadda
bersejarah Polri, penyediaan literatur, dan pengaar atau

penghormatan terhadap pegawai pada Polri.

(3) Pusjarah dipimpin oleh Kepala Pusjarah disih¢depusjarah yang
bertanggung jawab kepada Kapolri.

Bagian Ketiga
Kepolisian Daerah

Pasal 34
(1) Kepolisian Daerah disingkat Polda adalah pelakdaigas dan

wewenang Polri di wilayah provinsi yang beradaalvbah Kapolri.

(2) Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas
menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilgyyavinsi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga

(3) Polda dipimpin oleh Kepala Polda, disingkat Kapolgang
bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Kapolda dibantu oleh seorang Wakil Kapolda disinngka
Wakapolda.

Pasal 35 ...
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Pasal 35
Susunan organisasi Polda sebagaimana dimaksud &asah 34 diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri setelah meatdaersetujuan

menteri yang bertanggung jawab di bidang aparagara.

Bagian Ketiga
Kepolisian Resort

Pasal 36
(1) Kepolisian Resort disingkat Polres adalah pelaksaigas dan

wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang bermidoawah

Kapolda.

(2) Polres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas
menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilaya
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturamdagg-

undangan.
(3) Polres dipimpin oleh Kepala Polres, disingkat Kag®lyang
bertanggung jawab kepada Kapolda.

(4) Kapolres dibantu oleh seorang Wakil Kapolres disatg

Wakapolres.

Pasal 37
Susunan organisasi Polres sebagaimana dimaksud &alsal 36 diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri setelah meatdaersetujuan

menteri yang bertanggung jawab di bidang aparagara.

Bagian ...
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Bagian Kelima
Kepolisian Sektor

Pasal 38
(1) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaks@amgmas dan

wewenang Polri di wilayah kecamatan yang beradadalvah
Kapolres.

(2) Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas
menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilaya
kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan paginda
undangan.

(3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapkl yang
bertanggung jawab kepada Kapolres.

(4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disatg
Wakapolsek.

Pasal 39
Susunan organisasi Polsek sebagaimana dimaksud dRésal 38
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri sételmendapat

persetujuan menteri yang bertanggung jawab di idg@aratur negara.

Bagian Keenam
Lain-lain
Pasal 40
(1) Berdasarkan pertimbangan kepentingan, kemamgduagsi dan
peran kepolisian, serta luas wilayah, Kapolri dapembentuk
satuan organisasi kepolisian di bawah Kepolisiaktd@esesuai

dengan kebutuhan.

(2) Pembentukan ...
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(2) Pembentukan satuan organisasi kepolisian sebagan dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peratitapolri setelah
mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jaivaimang

aparatur negara.

Pasal 41
Di lingkungan Polri ditetapkan jabatan fungsionalténtu lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga

BAB Il
PENASEHAT AHLI KAPOLRI
Pasal 42
(1) Di lingkungan Polri dapat diangkat Penasehdt Khapolri sesuai
dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya dilakukamisgsngan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penasehat Ahli Kapolri sebagaimana dimaksuda pagat (1)

bertanggungjawab kepada Kapolri.

Pasal 43
Penasehat Ahli Kapolri mempunyai tugas memberikarars dan
pertimbangan kepada Kapolri sesuai penugasan Kagalr bukan

merupakan bidang tugas dan wewenang unsur-unsamisggi Polri.

Pasal 44 ...
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Pasal 44

(1) Pengangkatan Penasehat Ahli Kapolri ditetapkdangan

Keputusan Kapolri.

(2) Penasehat Ahli Kapolri dapat berasal dari unmumawirawan

Polri, maupun non Polri.

Pasal 45

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi PenaseHdt Kapolri

diberikan setingkat dengan eselon IB.

Pasal 46

(1) Masa bakti Penasehat Ahli Kapolri paling larana dengan masa

jabatan Kapolri yang bersangkutan.

(2) Penasehat Ahli Kapolri apabila berhenti atauakr masa

baktinya tidak diberikan pensiun dan uang pesangon.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pdmehg&an, dan tata

kerja Penasehat Ahli Kapolri diatur dengan Peratit@polri.

BAB IV ...
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BAB IV
TATA KERJA
Pasal 48
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan urgangsasi di
lingkungan Polri, wajib menerapkan prinsip koordinantegrasi, dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masingupna antar

organisasi, serta instansi di luar Polri sesuaigdantugas masing

masing.

Pasal 49
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksamalsistem
pengendalian internal di lingkungan  masing-masingangy

memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 50
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungbjawamimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan mekaleri

pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugadba.

Pasal 51
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengildah mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masasg¥n serta

menyampaikan laporan secara berkala tepat padamyeakt

Pasal 52
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuganisasi wajib
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satganisasi di
bawahnya.
Pasal 53 ...
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Pasal 53
Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan tata kelgm garis

pengendalian serta pertanggungjawaban sehari-akimdpelaksanaan

tugas masing-masing, diatur dengan Peraturan Kapolr

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselon

Pasal 54

(1) Wakapolri, Irwasum, Kabaintelkam, Kabaharkam, Kabkrim,
Kalemdikpol, Asops, Asrena, As SDM, Assarpras dudlabatan
eselon IA.

(2) Wairwasum, Wakabaintelkam, Wakabaharkam, Wakakanes
Kadivpropam, Kadivkum, Kadivhumas, Kadivhubinteradfv Tl
Pol, Kakorlantas, Kakorbrimob, Kasespim, Ketua STdiin Gub
Akpol adalah Jabatagselon IB.

(3) Sahli Kapolri adalah jabatan eselon IB dan dalahdisi oleh
mantan pejabat yang sebelumnya menduduki jabataionesA,
maka pangkat dan eselonnya mengikuti kepangkatan da
eselonisasi sebelumnya.

(4) Kapolda adalah jabatan eselon IIA setinggi-tinggieselon IB.

(5) Nama Jabatan, Kepangkatan, dan Eselon dalam Qagariolri

secara lengkap tercantum dalam Lampiran Peratuesiden ini.

(6) Penentuan ...
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(6) Penentuan kepangkatan dan eselon jabatan massiggna
Kapolda ditetapkan dengan Peraturan Kapolri berllasaatas

pertimbangan beban tugas pada masing-masing daerabh.

(7) Struktur Jabatan dengan eselon yang lebih rendah yéng
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan @atlitetapkan
dengan Peraturan Kapolri setelah mendapat peraetupenteri

yang bertanggung jawab di bidang aparatur negara.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 55

Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presidesuae dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 56

Kapolri diberikan hak keuangan, administrasi, dasilitas lainnya

setingkat dengan Menteri.

Pasal 57

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada naldda
kepangkatan Perwira Tinggi (PATI) bintang dua keattu yang
termasuk dalam lingkup jabatan eselon IA dan iBtdpkan oleh

Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden.

(2) Pengangkatan ...
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Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada nabdda
kepangkatan PATI bintang satu ke bawah atau dalamgkup
jabatan eselon 1IA ke bawah, termasuk jabatan diongl

ditetapkan oleh Kapolri.

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagatimaaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai derkgd@ntuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 58

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksatg@s organisasi

Polri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan jBeldrgara

(APBN), dan sumber lain yang sah sesuai dengamtete peraturan

perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presigénseluruh

organisasi di lingkungan Polri sebagaimana dimaksiathm
Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentangn@as dan
Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesiatape
menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan nteiboe/a

organisasi Polri secara rinci berdasarkan Perafresiden ini.

(2) Pada ...
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(2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presideseliuruh jabatan
yang ada beserta pejabat yang memangku jabatangéuhgan
Polri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Preslderor 70
Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja KeipaliNegara
Republik Indonesia, tetap melaksanakan tugas dagsioya
sampai dengan terbentuknya organisasi Polri seaqamai

berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 60

Seluruh ketentuan peraturan pelaksanaan dari KeguotuPresiden
Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan TatgaKégpolisian
Negara Republik Indonesia dinyatakan masih tetajake sepanjang
tidak bertentangan dan/atau belum diubah, atau ntligdengan

peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka tkspo Presiden
Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan TatgaKé&spolisian
Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyataikak toerlaku.

Pasal 62 ...
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Pasal 62

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tangtgtiaghkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso



